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Tiga Kali Berturut-Turut,
GIANV\R - Pemerintah Kabupaten

Gianlakembali meraih opini laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Kzuan-
gan (BPK), unnrk laporan lGuafgan
Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar
thhunAnggaran 2016. IHP diserahlcan
oleh Kepala BPK Perwnkilan Provinsi
Bali, Yltindra Tri Kusumo Nugroho,
diterima Wakil Bupati Giarryar, Made
Agus Mahayastra didampingi Wakil
IGrua DPRD Kabupaten Gianyar, I
MadeTogog Iumat(2/6)diauditorium
I(antor BPK Perwzkilan Provinsi Bali.

Penyerahan LHP diberikan kqpa-
da para Ketua DPRD dan Bupati/
Walikota se-Provinsi Bali, dimana
seluruhnya memperoleh WTP. Den-
gan raihan ini, Kabupaten Gianyar
secara berturut-turut mendapat
predikat WTP dimana pada LI@D
Thhun Anggaran 2014 dan 2015 juga
mendapatWTPdari BPK.

PRESTASI: Wakil Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra (tengah)
bersama Wakil Ketua DPRD Mode Togog (kiril, menerima LPH den-
gan predikat WTP.

Yulindra Tfi Kusumo Nugroho rtren-
yampaikan, LFIP atas laporan Keuan-
gan tersdbut terdiri dari tiga bagian
yang tidak dapat dipisahkan. Antara
lain, LHP atas Laporan Keuanlan
Pemerintah Daerah Tbhun furggaran
2016 yang memuat Opini Pemerik-
saan, LHP atas Sistem Pengendalian
Intem dalam Kerangka Pemerilsaan
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tbhun Anggaran 201 6, dan
LHP atas Kepatuhan terhadap pera-
turan perundangundangan dal4m
Kerangka Pemetiksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Ta-
hun 2016. Berdasarkan hasil pe-
meriksaan, opini BPK atas laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2016
Kabupaten Gianyar adalah Wajar

_@npa Pengecqalian (WTPI

"Dari tingkat Provinsi sampai
dengan Kabupaten/Kota, Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2016,
seluruhnya rnemperoleh Opini Tan-
pa Pengecualianj' kata Yulindra Tri
Kusurno Nugroho.

Walil Bupati Gianyar, Made Maha-
yastra mengatakan, bahwa prdikat
Opini WTP 1'ang berhasil diraih Kabu-
paten Gianyar, merupakan hasil kerja
keras semua pihak baik ekseletif dan
legislatif serta dukungan masyarakat
dalam mewujudkan tata kelola keuan-
gan pemerintah yang baik Dengan
raihan WTP ini, diharapkan dapat
memotivasi semua pihak untuk lebih
meningkatkan pengelolaan keuan-
gan daerah dan lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat

"Dengan bemrmrturutmeraihWTP
kita tidak boleh cepat berpuas diri.

Tetapimenjadikanrrya sebuah motira-
si untuklebihmeningkatkan tata keloia
keuangan danpemerintahanyangbaik
ke depannya- Sehingga Giarryar men-
jadi lebih baiklagii' terangMahayastra

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gi-
anya4 I Made Togo6 mengaku bangga
atas pencapaian yang di raih Pemkab
Gianyar. Namun, dirinya berharap
dengan predikat opini WTP tiga kali
bernfut-turut ini membuat jajaran di
linglomgan Pemkab Gianyar terlena.
Tetapi dengan apa lang diraih saat ini
menjadi mofilasi unn-rk rnembangun
budaya pengelolaan keuangan yang
tansaparan dan akuntabel.

"Dengan raihan predikat opiniWTl
kinerja Pemkab Gianyardalam mewu-
judkan tata kelola keuangan dan tata
pemerintahan dapat terus ditingkat-
kani' pungkas Made Togog. (dra/rba)

Raih Predikat OpiniWTP

Edisi

Hal

: -;b+u , 3 2unt 2'l?

l8

''r l

,,r::ii' "i.' ,/.-:..1,,1:-i
llr; ..'
ili,i\, 14., .

\:1,.: r: : ';"

l.l',' ':, '

l)r)

ffi
M



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl perwal<ilan prcivinsi Bali

|ft.rC,nrr ffia EI

PemerintahGalau

Underpassatau$ovu
DENPASAR - Pemprov Bali

dan pemerintah pusat galau
menentukan pilihan under-
pass (jalan bawah tanah) atau
flyover (jalan layang), di Bund-
aran Bandara Ngurah Rai. Ran-
cangan underpass yang sudah
dibuat matang terancam be-
rantakan karena pembangunan
underpass rawan diterjang
banjir rob dari laut.

Selain itu, pembangunan
underpass juga dinilai mahal
dibandingkan flyover. Belum
lagi pemerintah harus membe-
baskan lahan warga dan hutan
mangrove. Masalah semakin pe-
likkarena di bawah permukaan
tanah Bundaran Ngurah Rai
ada banyak sambungan pipa.
Salah satunya pipa ar.'tur atau
pengisian bahan bakar pesawat.

"Kata Pak Gubernur, kalau
underpass bagaimana jika ada
banjir rob. Tapi, kalau flyover ta-
kut bersinggungan dengan adat
dan budaya Balii' ujar anggota
BPKRI, Rizal Djalil, Rabu (30/5)
lalu saat memberikan sambu-
tan rapat paripurna istimewa
penyerahan penilaian BPK RI.

Di sisi lain, pemerintah dike-
jar waktu untuk mengurai
kemacetan. Rizal berharap
masalah ini bisa terselesaikan
dengan cepat. "Entah ke atas
atau ke bawah, yang penting
cepat," tukasnya.

Menanggapi kegalauan pe-
merintah, Komisi III DPRD Bali
meminta pemerintah melaku-
kan komunikasi dengan semua
pihak. Terutama elemen mas-
yarakat Bali. "Orang Bali ka-

;;
Kata Pak Gubernur,

kalau underpass
bagaimana jika ada

banjir rob. Tapi,
kalau flyover takut

bersinggungan dengan
adat dan budaya Bali,"

Anggota BPK Rl, Rizal Djqlit

lau diajak komunikasi, bicara
baik-baikpasti ada solusi," kata
Sekretaris Komisi III DPRD Bali,
Ketut Kariyasa dikonfirmasi
kemarin (2/6).

Menurut Kariyasa, pemban-
gunan underpass atau flyover

sama baiknya. Yang dibutuhkan
masyarakat adalah masalah
macet bisa teratasi. Kekhawati-
ran pemeirntah tentang flyover
tidak perlu dibesarkan. Sebab,
saat ini sudah ada underpass
Simpang Dewa Ruci yang di
atasnya juga terdapat jalan raya.
Pun denganjalan tol di atas laut
yang berbentuk susun. "Seka-
rang ini bagaimana caranya
macet bisa teratasi. Masalah
yang ada diselesaikan dengan
komunikasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BPf N Met-
ropolitan Denpasar, A.A. Gde
Sanjaya mengatakan, pihaknya
akan memulai pembangunan
Underpass pada bulan Agustus
2017. Sebelum bulan Agustus
2017 maka pembebasan lahan
baik pembebasan lahan Tahura

Ngurah Rai dan pembebasan
lahan masyarakat yang dilaku-
kan oleh Pemkab Badung harus
sudah terselesaikan.

Pembebasan lahan untuk
underpass Gusti Ngurah Rai
ini ada lahan milik penduduk
di sisi utara dan ada pembe-
basan lahan di Tahura Ngurah
Rai yang dilaksanakan oleh
Pemkab Badung. Dari rencana
perkiraan biaya underpass
sekitar Rp 209 miliar.

"Underpass ini sepanjang 712
meter lebih panjang dari under-
pass Dewa Ruci. Nanti underpass
ini mulai dari depannya Grand
Mas Hotel menuju Runway Ban-
dara. Jalur navigasi runway gak
ada kena dari proyek ini. Jalan
lingkar atas juga masih tetapi'
jelasnya.(san/dot)
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WawaliJaya Negara Terima Piagam WTP dan LHP TA 2016
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DENPASAR- Hasil Pemeriksaan
Iaporan Keuangan Pemkot Denpasar
Tllhun Anggaran 2016 dari Badan Pe-

meri}sa Keuangan (BPK) RI Perwahlan
Provinsi Bali dengan predikat Wajar
Tlurpa Pengecualian (WIP)' Perolehan
ini menjadi keberhasilan Pemkot Den-
pasar mempenahankanopiniWTP lima
kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Penyerahan piagamWTP dan laPomn
Hasil Pemeriksanaan (LHP) Tahun
Anggaran 2016 dilahrkan pada Jumat
(2/6) oleh Kepala BPK RI PenvakilanBali
Yulindra Tri Kusumo Nugroho diterima
WakilWdlil<ota I GN |a1a Negarabersa-
ma Wakil Ketua DPIID Kota Denpa.sar

Walan Madlana Wandira di kantor BPK

RI Perwnkilan Bali.
Penyerahan IHP dilaksanakzm secara

bersamaan yang menghadirkan Kepala
Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Bali yang dilanjutkan dengan pengtr-

muman opini BPKatas hasil pemeriksa-

naan keuangan daerah oleh Kepala BPK

RI Perwakilan BaliYulindp Tri Kusumo
Nugroho. "Berdasarkan hasil perneriksa-

naan, opini BPKatas laporan Keuangan
TA 20f6 pada sembilan kabuPaten/
kota yang seluruhnya memPeroleh
WTH ujar Kepala BPK RI Perwakilan
Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho
usai menyerahkan LHP kePada mas-
ing-masingkepaladaerah dan pimpirnn
DPRD. Iebih lanjut dikatakan LHP atas

laporan Keuangan tersebut terdiri dari
tiga bagian. Yahri LHP atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah TA.
2016 yang memuat opini pemeriksaan,
LHP atas Sistem Pengendalian Intem
dalam kerangka Pemell&jan laporan

KeuanganPemerintah DaerahdanIIIP
qtas Kepatuhan terhadap peraturan
penindang-undangan dalam kerangka
pemeriksaan laporan keuangan Demi
efektifnya hasil pemeriksanaa BPK,
sesuai kebnnran dalam pasal 20 W No.
l5 Tlrhun 2004 mengharapkan seluruh
kabupaten/kota dapat menindaklaniuti
rekomendasi BPK selambat-larnbaurya
enam puluh hari setelah LFIP diterima

Wakil Walikota I GN f aya Negara men-
yampaikan ucapan terimakasih kepada
BPK RI beserta jajarannya yang selama

ini terus membimbing danmengarah:
kan. Sehingga pengelolaan keuangarl
barang dan iasa sena pelaksaftran pro-
gram pembangunan di Kota Denpasar
dapatterwulud sesuai denganperaturan
perundang-undangan. Keberhasilan
Kota Denpasar juga tidak terlepas dari
kwalitas sumber daya manusianYa.
Karenanla kedepan Pemkot Denpasar
tidakhenti-hentinya memohon bimbin-
gan kepada BPK RI dan jajaranryrauntuk

terus melakrkan pembinaan, sehinga

TERSENYTJM:

WakilWalikota IGN
Jaya Negara ber-

samaWakil Ketua
DPRD Kota Denpas"

arWayan Mariyana

Wandira menerima
piagamWTPdari
Kepala BPK Rl

Perwakilan Bali
\fulindra Tri Kusumo

Nugroho, Jumat
(26)dikat,-, u. ^
RlPerwakilan Bali.

keberhasilan ini bisa terus dipertahank-
an dan ditingkatkan. Dikataka-rr dengan
kebehasilan meraih opiniWTP ini dapat
menjadikan semangat bagi aparatur di
Pemkot Denpasar sehingga nantinya
dapat berimbas pada pelayanan publik
semakin meningkat dan pada akhimya
akan mampu meningkatkan kesejahter-

aan maslarakat Kota Denpasar.

SementaraWakil Ketua DPRD, Walan
Marilana Wandira mengatakan f)PRD
Kota Denpasar sebagai legislator bersa-

ma Pemkot Denpasar dengan prcstasi

WTP yang telah diraih berturt-turut
menunjukan keseriusan pemerintah
dalam pengelolaan keuangan. Sehingla
WTP tidaksemerta-merta sebagai had-
iah, namun kedepan lebih ditingka&an
lagi mengacu pada ailftm-aturan yang
ada" serta sesuai dengan program kerja
Pemkot Denpasar "Ini bentuk keseriu-
san PemkotDenpasardengan hasilWTP
sebagai prestasi bagi Kota Denpasar
dalam pengelolaan keuangan daerahi'
ujaqa.(Adv)

Pemkot Pertahankan Predikat WTP Lima Kali
Berturut-turut Dari BPK RI
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